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Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi,
dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Mengingat mineral dan batubara sebaga kekayaan alam yang terkandung di
dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan,
pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan,
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar
memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara
berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang K etentuan-K etentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut
selama lebih kurang empat dasawarsa segjak diberlakukannya telah dapat
memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi
muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesua dengan perkembangan
situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan
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pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan
strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utamayang
dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh
globalisas yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi
manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas
kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan
masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab
sgumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-
undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat
memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan
kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan
batubara.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai
oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha

2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha
yang berbadan hukum Indonesia, koperas, perseorangan, maupun
masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara
berdasarkan izin, yang sgaan dengan otonomi daerah, diberikan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
masing-masing.

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah,
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan
berdasarkan prinsip eksterndlitas, akuntabilitas, dan efisensi yang
melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosia yang
sebesar-besar bagi kesgahteraan rakyat Indonesia.

5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah
dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan
menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha
pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
lingkungan hidup, transparans, dan partisipasi masyarakat.
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1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d
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Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan

dimens ekonomi,

lingkungan, dan sosial budaya dalam

keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk
mewujudkan kesegjahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Standar nasiona di
batubara adalah spesifikas
dibakukan.

bidang pertambangan mineral dan
teknis atau sesuatu Yyang
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Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.
Huruf o

Cukup jelas.
Huruf p

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf r

Cukup jelas.
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Huruf s

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan
batubara tingkat nasional adalah neraca yang
menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan
produksi mineral dan batubara secaranasional.

Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15

Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam
menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu
kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota .
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